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Pengaruh Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal  
Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
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The Effect Elements  of Government Internal Control System   
of the Quality Financial Statements in South  




  Muhammad Ashari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen sistem 
pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini sebanyak 63 responden. Data penelitian ini 
diperoleh dari kuesioner (data primer). Data yang telah terkumpul kemudian 
dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f dengan 
bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara elemen-elemen sistem pengendalian internal 
pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Lingkungan pengendalian, 
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta 
pemantauan berpengaruh signifikan secara simultan. Pemantauan secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan. 
 
Kata Kunci: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan 
 
This study aims to analyze the effect of elements of the goverment internal 
control system to the quality of financial statements. The research uses purposive 
sampling. Sample used in this study were 63 respondents. Data used in this  
research were obtained from quetionnaire (primary data). The collected data is 
then analysed by multiple linear regression analysis, t test and f test with the help 
of SPSS 23. The results of this study concluded that a significant difference 
between the elements of the internal control system of the government to the 
quality of financial statements. Control environment, risk assessment, control 
activities, information and communication and monitoring significant effect 
simultaneously. Monitoring partially not significant effect. 
 
Keywords: control environment, risk assessment, control activities, 
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1.1 Latar Belakang 
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang yang 
lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai 
dengan kepentingan, prioritas dan potensi dari daerah tersebut. Selain itu, 
pemberian otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepala daerah untuk 
mengelola keuangan daerahnya. Hal ini ditandai munculnya berbagai fenomena 
dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan 
akuntabilitas terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah.  
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good goverment governance), telah mendorong 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. 
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). 
Pemerintah Indonesia merespon tuntutan akuntabilitas tersebut dengan 
memulai babak baru akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan diterapkannya 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan  Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara. Paket Undang-Undang tersebut telah memberikan 
landasan yang kokoh dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah) berimplikasi pada penyerahan urusan pemerintahan 
kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah, 
termasuk urusan mengelola keuangan daerah berdasarkan asas perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah juga 
memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengelola keuangannya sesuai 
dengan paket undang-undang keuangan negara tersebut. Salah satu 
kewajibannya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya yang telah 
dilimpahkan sesuai dengan asas otonomi daerah. LKPD bertujuan untuk 
memberikan informasi keuangan daerah selama satu tahun anggaran. 
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan 
digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib 
memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk 
keperluan perencanaan dan pengendalian. Selain itu informasi dalam laporan 
tersebut harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai di 
antaranya masyarakat, wakil rakyat dan pemerintah pusat. 
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 
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akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan. Nilai Informasi yang baik harus memiliki karakteristik 
kualitatif yang disyaratkan sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual 
Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain: (1) 
relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan dan (4) dapat di pahami. 
Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah dan 
tindak lanjut Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, 
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku 
Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian 
internal di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut mendefinisikan SPI sebagai suatu 
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP) dalam peraturan tersebut diuraikan menjadi lima unsur, yaitu 
unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 
informasi dan komunikasi dan pemantauan. 
Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah 
daerah harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk 
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selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan adalah 
berupa pemberian opini oleh BPK, yang terdiri dari Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 
Paragraf Penjelas, OpiniTidak Wajar dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat. 
Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam 
pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK mempertimbangkan sistem 
pengendalian internal untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan 
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.  
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan sehingga memilih 
objek penelitian pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh 
opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2014. Opini WTP tersebut merupakan 
yang kelima kalinya secara berturut-turut setelah sebelumnya atas LKPD TA 
2010 sampai dengan 2014 (IHPS BPK Semester II 2014). 
Perolehan opini WTP lima kali secara berturut-turut menarik  untuk diteliti 
terutama pada faktor apa saja yang memberikan kontribusi positif terhadap 
kualitas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan jika dikaitkan dengan kewajiban kepala 
daerah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal pmerintah. Opini 
WTP tidak menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah bebas dari 
penyimpangan. Opini tersebut bukanlah merupakan akhir dari tujuan 
penyelenggaraan pemerintah daerah, melainkan justru menjadi wujud kualitas 
akuntabilitas keuangan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good 
Governance and Clean Goverment). 
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Penelitian mengenai sistem pengendalian internal pemerintah terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Tetapi 
dalam hal ini hanya menjelaskan secara umum tentang sistem pengendalian 
internal. Adapun perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian-
penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang terdiri dari semua 
elemen-elemen sistem pengendalian internal pemerintah yaitu terdiri dari 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, dan pemantauan. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada sampel 
dan objek penelitian. Sampel penelitian ini adalah jabatan fungsional auditor, 
P2UPD dan lainnya (termasuk auditor kepegawaian dan jabatan fungsional 
umum) yang ada di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan objek 
penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan uraian 
di atas, maka penelitian ini mengangkat judul : “Pengaruh Elemen-Elemen 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, dirumuskan 
masalah sebagai berikut. 
1) Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
2) Apakah penilaian risiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pada Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan? 
3) Apakah kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
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4) Apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
5) Apakah pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, dirumuskan  tujuan sebagai berikut. 
1) Untuk menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas 
laporan keuangan pada Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan. 
2) Untuk menganalisis pengaruh penilaian risiko terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan. 
3) Untuk menganalisis pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kualitas 
laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
4) Untuk menganalisis pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kualitas 
laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
5) Untuk menganalisis pengaruh pemantauan  terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Kegunaan 
penelitian  dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut. 
1) Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan 
literatur terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah dalam 




2) Kegunaan Praktis 
Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparatur Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan untuk melakukan perbaikan pengendalian internal pada 
area tertentu (improvement area) yang masih memiliki kelemahan yang 
berpotensi memengaruhi pemberian opini BPK atas laporan keuangan 
Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan.  
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penulisan skripsi (Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012). Bab pertama berisi 
pendahuluan berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat penjelasan 
tentang rangkuman-rangkuman teori yang bersangkutan, ringkasan penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 
 Bab ketiga berisi metode penelitian. Metode penelitian mencakup 
rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis 
dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan 
definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data. 
Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan 
deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas temuan penelitian 
Bab kelima merupakan bagian penutup. Bab ini merupakan bab terakhir 









TINJAUAN  PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang menggambarkan 
hubungan antara prinsipal (principal) dan agen (agent). Teori yang 
dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam karyanya yang berjudul 
Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure 
ini dibangun sebagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul 
ketika ada ketidakpastian informasi pada saat melakukan perikatan. 
Jensen dan Meckling (1976:5) berpendapat bahwa hubungan keagenan lahir 
ketika ada suatu perikatan bahwa prinsipal (principal) memberikan amanat 
kepada agen (agent) untuk melaksanakannya atas nama prinsipal dengan 
memiliki kewenangan yang didelegasikan kepadanya. Jika keduanya dalam 
hubungan tersebut sama-sama mencari keuntungan, timbul alasan bahwa agen 
tidak akan selalu bertindak yang terbaik bagi prinsipal. Prinsipal dapat membatasi 
perbedaan dari kepentingannya dengan memberikan insentif yang tepat kepada 
agen dan dengan mengeluarkan biaya yang dirancang untuk membatasi aktivitas 
yang menyimpang dari agen.  
Dalam sektor privat, hubungan keagenan mencerminkan hubungan antara 
pemegang saham dengan manajemen. Hubungan ini juga menimbulkan 
berbagai permasalahan karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan 
agen. Pemegang saham cenderung mengharapkan tingkat pengembalian 





melakukan tindakan-tindakan yang berorientasi pada kepentingannya seperti 
insentif, bonus, dan sebagainya.  
Permasalahan yang timbul dalam hubungan tersebut menurut Messier et al. 
(2008:7) yaitu sebagai berikut. 
1. Permasalahan konflik kepentingan 
Terjadinya konflik kepentingan disebabkan oleh ketidaksamaan antara 
tujuan manajemen dengan pemegang saham sebagaimana telah diuraikan 
di atas.  
2. Infomasi asimetris 
Informasi asimetris adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan 
oleh distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. 
Manajemen lebih banyak memiliki informasi yang benar mengenai posisi 
keuangan dan hasil operasi entitas dari pada para pemilik entitas.  
Kedua permasalahan dalam hubungan keagenan menurut Messier et al. 
(2008:7) ini bisa diatasi dengan peran akuntansi dan auditing. Manajemen 
diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai bagaimana pengelolaannya 
atas aset pemilik tersebut. Tentu saja sebuah kriteria diperlukan untuk mengelola 
bentuk dan isi laporan manajemen. Dengan kata lain, laporan keuangan kepada 
pemilik harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Di sinilah 
peran akuntansi berada. 
Laporan keuangan tersebut walaupun telah disusun mengikuti prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterima umum belum mengatasi permasalahannya sendiri. 
Karena manajer bertanggung jawab atas laporan yang berisi mengenai 
pengelolaannya terhadap aset-aset perusahaan dan dengan pemilik yang tidak 
dapat secara langsung mengobservasi perusahaannya, manajer berada dalam 





berasumsi bahwa manajemen akan memanipulasi laporan untuk 
kepentingannya. Pada titik inilah pentingnya peran audit. Peran audit adalah 
untuk menentukan apakah laporan yang disusun oleh manajemen telah sesuai 
dengan provisi kontrak dan telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterima umum. 
Dalam sektor publik di Indonesia, hubungan keagenan mencerminkan 
hubungan antara rakyat yang direpresentasikan oleh DPR/DPRD dan 
pemerintah/pemerintah daerah. Dalam hubungan ini, pemerintah/pemerintah 
daerah wajib melakukan pengendalian internal atas penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan. Dalam hubungan ini juga, fungsi audit eksternal dilakukan oleh 
BPK. Sedangkan audit internal dilakukan oleh aparat pengawasan internal 
pemerintah (APIP). 
APIP adalah instansi pemerintah yang melakukan tugas pengawasan 
internal. APIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal atau nama lain yang secara 
fungsional melaksanakan pengawasan internal, inspektorat provinsi, dan 
inspektorat kabupaten/kota.  
Dalam hubungan keagenan ini, APIP berperan untuk memberikan keyakinan 
yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien dan efektivitas pencapaian 
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. APIP juga 
berperan untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, 
serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas 






2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  
2.1.1.1 Sistem Pengendalian  Internal 
Definisi pengendalian internal menurut Committe of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) dalam buku Modern 
Auditing Boynton Johnson, dan Kell (2003:373) adalah: 
“Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, 
manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk 
menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan 
dalam kategori berikut: (a) keandalan pelaporan keuangan (b) kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan yang berlaku (c) efektivitas dan efisiensi operasi”. 
 
Sistem pengendalian internal dipandang sebagai salah satu fungsi 
manajemen yang penting, yang dipahami sebagai usaha untuk mengarahkan 
dapat dicapainya tujuan organisasi. Sehingga pengertian yang umum digunakan 
untuk menjelaskan SPI menurut Pusdiklatwas BPKP (2009:5) adalah: 
“Pengendalian internal mencakup perencanaan organisasi dan seluruh metode 
organisasi dan ukuran yang diterapkan oleh suatu organisasi dalam rangka 
melindungi aset, memeriksa akurasi dan keandalan pencatatan yang dilakukan, 
meningkatnya efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta mendorong dipatuhinya 
kebijakan pengelolaan kegiatan yang ditetapkan”. 
 
Perhatian pada sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh sejumlah 
institusi publik, swasta, maupun lembaga profesional yang ditandai dengan 
munculnya berbagai filosofi yang disebabkan oleh pandangan yang berbeda-
beda mengenai sifat, tujuan, dan sarana pencapaian pengendalian internal yang 
efektif. 
Namun dalam perkembangannya, terjadi pergeseran karakter pengendalian 
yang tidak hanya mencakup rangkaian kegiatan dan prosedur, namun suatu 
proses integral yang dipengaruhi oleh setiap orang di dalam organisasi sebagai 
upaya manajemen organisasi mengantisipasi ketidakpastian dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi. Karakter pengendalian bergeser dari hard control 





dan efektivitas tidak hanya melalui prosedur dan mekanisme pengendalian tetapi 
juga dengan meningkatkan kompetensi, kepercayaan, nilai etika, dan penyatuan 
pandangan atas visi, misi dan strategi organisasi. 
Pergeseran tersebut terlihat pada tahapan perkembangan terakhir sistem 
pengendalian internal yang tercatat hingga saat ini seperti yang didefinisikan oleh 
the Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO) 
sebagai: 
“Proses yang dilakukan oleh manajemen dan personil lain dalam organisasi, yang 
dirancang untuk mendapat keyakinan yang memadai bahwa akan terdapat 
perbaikan dalam pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi operasi, keandalan 
pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku”. 
 
Dengan definisi konsep COSO, ciri yang paling berpengaruh pada efektivitas 
pengendalian internal adalah proses. Hal ini membawa konsekuensi bahwa 
kesadaran akan pentingnya pengendalian tidak boleh hanya menjadi tanggung 
jawab top manajemen namun tersebar kepada seluruh anggota organisasi, tidak 
hanya sampai kepada unit dan bagian organisasi yang terkecil, tetapi sampai ke 
individu. 
Pusdiklatwas BPKP (2009:5) dalam teori COSO mengatakan bahwa 
pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama yang saling berkaitan. 
Komponen ini bersumber dari cara manajemen menyelenggarakan tugasnya dan 
oleh karena itu komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses manajemen. 
COSO merumuskan lima komponen sistem pengendalian internal, yaitu sebagai 
berikut. 
1) Lingkungan pengendalian (control environment) 
2) Penilaian risiko (risk assessment) 
3) Aktivitas pengendalian (control activities) 
4) Informasi dan komunikasi (information dan communication) 





 Konsep COSO telah diadopsi berbagai pihak baik organisasi profesi 
international, maupun organisasi korporat/privat atau publik. Di sektor korporat, 
banyak perusahaan di Amerika Serikat telah mengadopsi konsep ini. Di 
Indonesia konsep ini telah diadopsi oleh beberapa lembaga di sektor korporat, di 
antaranya Telkom, BRI, BCA dan perusahaan-perusahaan asing yang terdaftar 
di New York Stock Exchange. 
2.1.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
Di Indonesia, sistem pengendalian internal diatur secara formal melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah. Terbitnya peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan 
amanat pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. 
Sejalan dengan perkembangan konsepsi pengendalian internal sebagai 
suatu proses yang bergeser dari hard factor ke soft factor, peraturan pemerintah 
ini mengadopsi pendekatan tersebut (versi COSO) dengan beberapa modifikasi. 
Dalam sistem pengendalian internal versi COSO, pengendalian tidak 
menitikberatkan pada kegiatan pengendalian, namun menitikberatkan pada 
lingkungan pengendalian sebagai syarat berfungsinya sistem pengendalian 
internal. Faktor manusia sebagai pembentuk lingkungan pengendalian mendapat 
perhatian besar misalnya dengan adanya situasi yang etis dan normal, masalah 
integritas, dan adanya komitmen pimpinan pada kompetensi. 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah mendefinisikan SPI sebagai berikut. 
“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 






Kemudian dalam peraturan pemerintah tersebut, didefinisikan juga suatu 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai suatu sistem 
pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
2.1.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah menguraikan SPIP ke dalam lima unsur dan 26 sub unsur. 
Kelima unsur SPIP tersebut meliputi unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian 
Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan 
Pengendalian Internal. Secara ringkas, komponen unsur dan sub unsur SPIP 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
 





1) Lingkungan Pengendalian 
Lingkungan pengendalian merupakan unsur dominan yang memengaruhi 
unsur-unsur lainnya. Lingkungan pengendalian yang buruk akan memberikan 
kontribusi yang signifikan di dalam kegagalan efektivitas unsur SPIP lainnya. 
Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian yang bersifat 
soft control dinamis sehingga teknis yang digunakan untuk menilai keberadaan 
dan efektivitasnya diperoleh dari pendapat dan persepsi para pegawai dibanding 
dengan kondisi fisiknya. 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan 
instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara 
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 
penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui delapan sub unsur berikut. 
a) Penegakan integritas dan nilai etika. 
b) Komitmen terhadap kompetensi. 
c) Kepemimpinan yang kondusif. 
d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 
e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 
f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia. 
g) Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif. 
h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 
2) Penilaian Risiko 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah mendefinisikan risiko sebagai suatu kemungkinan kejadian 





tersebut menitikberatkan pada adanya ketidakpastian yang dapat mendatangkan 
risiko. Oleh karena itu sehubungan dengan risiko yang dihadapinya, pimpinan 
instansi harus melakukan penilaian terhadap risiko yang dihadapinya. 
Penilaian risiko sendiri didefinisikan dalam peraturan pemerintah tersebut 
sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam 
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. (Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 (1) huruf b). 
Unsur Penilaian Risiko dijabarkan kedalam dua sub unsur, yaitu sebagai 
berikut. 
a) Identifikasi risiko 
b) Analisis risiko 
3) Kegiatan Pengendalian 
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi 
risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan 
bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. 
Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan 
dengan operasi, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan serta pengamanan aset negara. Meskipun kegiatan pengendalian 
berkaitan dengan salah satu pengendalian tersebut, namun dalam praktiknya 
saling berhubungan, tergantung lingkungannya.  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah menjabarkan unsur Kegiatan Pengendalian ke dalam 
sebelas sub unsur, yaitu sebagai berikut. 
a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. 
b) Pembinaan sumber daya manusia. 





d) Pengendalian fisik atas aset. 
e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. 
f) Pemisahan fungsi. 
g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting. 
h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. 
i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 
j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. 
k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta 
transaksi dan kejadian penting. 
4) Informasi dan Komunikasi 
Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran 
informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan 
kegiatan instansi. Kualitas sistem informasi dan komunikasi memengaruhi 
kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam 
mengendalikan kegiatan instansi dan untuk menyajikan laporan yang dapat 
diandalkan. 
Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi 
kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk 
pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya, sehubungan dengan 
pengendalian internal. 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah menjabarkan unsur Informasi dan Komunikasi ke dalam dua 
sub unsur, yaitu sebagai berikut. 
a) Sarana komunikasi 






5) Pemantauan  
Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah membangun dan 
mempertahankan pengendalian internalnya. Pimpinan perlu memantau 
pengendalian untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti 
yang diharapkan dan apakah diperlukan perbaikan atau perubahan karena 
berubahnya kondisi lingkungan.  
Untuk membangun maupun mengevaluasi pengendalian internal suatu 
lembaga atau instansi pemerintah, dibutuhkan kerangka. Oleh karena itu 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjabarkan unsur Pemantauan 
Pengendalian Internal ke dalam tiga sub unsur, yaitu sebagai berikut. 
a) Pemantauan berkelanjutan. 
b) Evaluasi terpisah. 
c) Tindak lanjut. 
 
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
2.1.3.1 Laporan Keuangan 
Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah 
organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan 
hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan 
informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal.  
Dalam sektor publik, laporan keuangan menyajikan informasi yang sedikit 
berbeda dibanding laporan keuangan komersial. Hal ini dikarenakan tuntutan 
yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik 
untuk memberi informasi kepada publik. 
Laporan keuangan menurut International Public Sector Accounting 





keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi para 
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi 
sumber daya.  
Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor 
publik adalah sebagai berikut. 
1) Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship). 
2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and Retrospective 
Reporting). 
3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning ang Authorization 
Information). 
4) Kelangsungan Organisasi (Viability). 
5) Hubungan Masyarakat (Publik Relation) 
6) Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures) 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk 
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan 
demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, 
berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan keuangan yang 
disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang 
diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Kerangka 
Konspetual SAP, 2010) 
2.1.3.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu 





Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
mengamanatkan pemerintah daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (PPKD)  untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang 
terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan. 
Berdasarkan kedua peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban 
pemerintah daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah 
dalam mengelola urusan pemerintahannya yang telah dilimpahkan sesuai 
dengan asas otonomi daerah. LKPD bertujuan untuk memberikan informasi 
keuangan daerah selama satu tahun anggaran kepada para stakeholder di 
antaranya masyarakat, wakil rakyat, dan pemerintah pusat. 
2.1.3.3 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Untuk dapat memberikan informasi yang berguna sesuai dengan tujuan dan 
fungsi LKPD, sebelum disampaikan kepada stakeholder, LKPD harus diperiksa 
oleh lembaga yang berwenang. Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai atas penyajian laporan keuangan. Tujuan 
pemeriksaan dipertegas dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK 
digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang 
diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial 
statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. 







Opini tersebut menurut Bastian (2007:194) terdiri atas: 
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian  
Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit 
telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, 
penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan 
bahasa penjelas. 
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas  
Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas diberikan 
apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar 
auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang 
memerlukan bahasa penjelas. Kondisi atau keadaan yang memerlukan 
bahasa penjelasan tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. 
a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen 
lain. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk 
menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit. 
b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh 
profesi atau pihak yang berwenang. Penyimpangan tersebut adalah 
penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar tidak menyesatkan 
pemakai laporan keuangan hasil audit. Auditor harus menjelaskan 
penyimpangan yang dilakukan berikut estimasi terhadap pengaruh serta 
alasan dilakukannya penyimpangan ini dalam satu paragraf khusus. 
c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material. 






e. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam 
penggunaan prinsip dan metode akuntansi. 
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian 
Pendapat ini diberikan apabila: 
a. tidak ada bukti kompeten dan mencukupi atau adanya pembatasan 
lingkup audit yang material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan 
secara keseluruhan. 
b. auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip 
akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak 
memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan 
tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun 
perubahan dalam prinsip akuntansi. 
Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf 
terpisah sebelum paragraf pendapat. 
4. Pendapat Tidak Wajar 
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara 
wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung 
dikeluarkannya pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang 
menyebabkan pendapat tidak wajar diberikan terhadap laporan keuangan. 
Penjelasan tersebut harus dinyatakan dalam paragraf terpisah sebelum 
paragraf pendapat. 
5. Pernyataan Tidak Menyatakan  Pendapat 






a. ada pembatasan yang sangat material terhadap lingkup audit, baik oleh 
klien maupun karena kondisi tertentu. 
b. auditor tidak independen terhadap klien. 
Pernyataan ini tidak dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat 
penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
Auditor tidak diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit apabila ia 
menyatakan untuk tidak memberikan pendapat. Ia harus menyatakan alasan 
mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas 
yang berwenang dalam satu paragraf khusus sebelum paragraf penjelas.  
Pemberian opini atas laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) selain mempertimbangkan kriteria kewajaran 
pengungkapan dan penyajian pelaporan keuangan, tetapi juga 
mempertimbangkan kriteria efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 
(SPI) dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pemberian opini oleh BPK juga didasarkan atas penilaian kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hasil 
pemeriksaan atas laporan keuangan berupa laporan kepatuhan. Laporan 
kepatuhan ini mengungkapkan ketidakpatuhan entitas terhadap ketentuan 
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan. 
Potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan 
administrasi, ketidakhematan, ketidakefesienan, dan ketidakefektifan. Selain itu, 
BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi 
dalam laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar 






2.2 Tinjauan Empirik 
Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penulis adalah 
sebagai berikut. 
1. Armando Garry (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah 
terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi empiris pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bukit Tinggi). Tujuan penelitiannya adalah 
untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan 
pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan 
pemerintah. Hasil penelitianya menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif 
terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. 
2. Lamusu Lusiana (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan keuangan 
Daerah pada DPPAKD Kabupaten Gorontalo. Tujuan penelitiannya untuk 
mengetahui  pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
3. Haliah (2013) melakukan penelitian yang berjudul Kualitas Informasi Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor yang Memengaruhinya. Tujuan 
penelitiannya untuk mengkaji laporan keuangan yang berkualitas dan faktor 
yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan 
manajemen dan kualitas jasa auditor internal berpengaruh positif terhadap 
efektivitas pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan (2) 





pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan; dan (3) kemampuan manajemen, kualitas jasa auditor internal 
berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan melalui 
efektivitas pengendalian intern. 
4. Nurillah As Syifa (2014) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian 
Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus 
pada SKPD Kota Depok). Tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh  
kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), 
pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa  kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi 
keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem 
pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). 
5. Saleba Siti Nurjannah (2014) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kompetensi Sumber Daya 
Manusia terhadap Efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan 
penelitiannya untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah 
dan kompetensi sumber daya terhadap efektifitas pengelolaan keuangan 
daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern 
dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 






6. Herawati Tuti (2014). Melakukan penelitian yag berjudul Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada 
Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Tujuan penelitiannya untuk 
mengetahui pengaruh sistem pengendalian Intern pemerintah yang terdiri dari 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi 
dan komunikasi dan pemantauan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi 
dan komunikasi,  dan pemantauan berpengaruh signifikan secara simultan. 
Secara parsial kegiatan pengendalian dan pemantauan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap laporan keuangan. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 
bebas yaitu elemen-elemen sistem pengendalian internal pemerintah yang 
terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 
informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap variabel terikat yaitu 
kualitas laporan keuangan. Kerangka penelitian digunakan untuk 
mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. 



































2. 4  Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah yang didasarkan pada ulasan sebelumnya 
maka dapat dikemukakan hipotesis dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut. 
2.4.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 mewajibkan 
pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan 
SPIP dalam lingkungan kerjanya. Efektivitas penerapan pengendalian internal 
sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. 
Haliah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul kualitas informasi 






















menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang merupakan elemen sistem 
pengendalian internal telah memberikan nilai yang tinggi terhadap kualitas 
informasi keuangan pemerintah daerah. Pencapaian ini ditunjukkan oleh 
pemberian penghargaan dari pimpinan unit satuan kerja terhadap penegakan 
integritas dan kepatuhan nilai-nilai etika. Selain itu sikap yang positif dan 
responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan. Faktor lain yang 
menyebabkan tingginya nilai pencapaian lingkungan pengendalian adalah 
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang 
sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat  diprediksi bahwa semakin tinggi 
derajat lingkungan pengendalian maka semakin tinggi pula kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
H1  : Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan  terhadap kualitas laporan 
keuangan pada  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
2.4.2 Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah mendefinisikan risiko sebagai suatu 
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sarana instansi 
pemerintah. Definisi tersebut menitikberatkan pada adanya ketidakpastian yang 
dapat mendatangkan risiko. 
Haliah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul kualitas informasi 
laporan keuangan pemerintah daerah dan faktor yang memengaruhinya 
menunjukkan bahwa penilaian risiko menunjukkan kontribusi positif terhadap 





dalam hal identifikasi dan analisis risiko. Pencapaian dalam hal identifikasi risiko 
antara lain adalah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal pimpinan unit 
satuan kerja. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diprediksi bahwa semakin tinggi 
derajat penilaian risiko maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut 
H2 : Penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan. 
2.4.3 Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi 
risiko. Pada kegiatan ini dilakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta 
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan 
secara efektif.  
Haliah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul kualitas informasi 
laporan keuangan pemerintah daerah dan faktor yang memengaruhinya, 
kegiatan pengendalian memberikan kontribusi positif terhadap kualitas informasi 
laporan keuangan. Pencapaian tersebut terutama dalam hal pemisahan fungsi, 
pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan pencatatanya, 
dokumentasi yang baik dan akuntabiltas terhadap sumber daya dan 
pencatatanya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diprediksi bahwa semakin tinggi 
derajat kegiatan pengendalian maka semakin tinggi pula kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian 





H3  : Kegiatan pengendalian berpengauh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
2.4.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran 
informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan 
kegiatan instansi. Dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah wajib 
mengidentifikasi mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan 
waktu yang tepat . 
Konsep teori COSO, komunikasi informasi tentang operasi pengendalian 
internal memberikan substansi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk 
mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya. Keakuratan 
dan ketepatan informasi dibutuhkan guna mengambil suatu keputusan. 
Haliah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul kualitas informasi laporan 
keuangan pemerintah daerah dan faktor yang memengaruhinya menunjukkan 
bahwa informasi dan komunikasi menunjukkan hasil yang tinggi terhadap 
peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Pencapaian tersebut terutama 
dalam hal  sarana komunikasi dan  manajemen sistem informasi.  
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diprediksi bahwa semakin tinggi 
derajat informasi dan komunikasi maka semakin tinggi pula kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam 
penelitian ini dapat dirumuskansebagai berikut: 
𝐻4 : Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 







2.4.5 Pengaruh Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah membangun 
dan mempertahankan pengendalian internal lainnya. Pimpinan perlu memantau 
pengendalian untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti 
yang di harapkan. 
 Armando, Garry (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi laporan 
keuangan pemerintah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang 
memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas 
laporan keuangan yang baik.  
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diprediksi bahwa semakin tinggi 
derajat pemantauan maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
H5 : Pemantauan  berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 





3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian ini menggunakan tipe  penelitian korelasional  yaitu 
tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional  
antara dua variabel atau lebih (Indrianto dan Supomo, 2013:26). Pengujian 
penelitian menggunakan pengujian hipotesis (hyipotesis testing), yaitu 
memperlihatkan sifat dari hubungan variabel terikat dan variabel bebas. 
Pengaturan penelitian dilakukan secara alamiah (non-contrived setting) melalui 
penelitian lapangan munggunakan survei terhadap responden. Penelitian ini 
menggunakan horizon waktu cross-sectional di mana data hanya dikumpulkan 
sekali selama penelitian berlangsung. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang 
terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 100, Rappocini. Waktu 
pelaksanaan penelitian dilaksanakan  pada bulan Desember 2016 sampai 
dengan Januari 2017. 
 Tempat penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa data dan informasi 
yang dibutuhkan dapat diperoleh. Selain itu tempat penelitian dipilih karena 
relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. Objek 
penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan perolehan opini 





3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan sekelompok orang, kejadian, atau hal minat 
yang peneliti tentukan (Sekaran, 2013:240). Sampel adalah sebagian dari 
populasi yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih dari populasi (Sekaran, 
2013:240) 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil 
berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan (Sekaran, 2013:252). Kriteria Sampel dalam penelitian ini yaitu 
auditor, P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah), 
auditor kepegawaian dan jabatan fungsional umum yag telah bekerja minimal 
selama satu tahun. 
 
3.4 Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data penelitian ini menurut Indriantoro dan Supomo (2013:145)  
adalah data subjek berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteritik dari 
seseorang atau kelompok yang menjadi subjek penelitian (responden). Data ini 
dapat berupa data lisan, data tertulis, dan data ekspresi. Sumber  Data  
penelitian ini yaitu data primer, data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sumber data primer dalam 
penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada 
responden. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 
Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan 
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standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap 
responden atau eksplorasi. Kuesioner secara umum didesain untuk 
mengumpulkan data kuantitatif dalam jumlah besar (Sekaran, 2013:147). 
Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau 
meminta bantuan salah satu di instansi tersebut untuk mengkoordinir penyebaran 
dan pengumpulan kuesioner tersebut. Kuesioner dibuat dalam bentuk sederhana 
dengan pertanyaan/pernyataan yang ringkas dan mudah dimengerti oleh 
responden. Pengukuran kuesioner menggunakan skala Likert 1 – 5. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua macam variabel yaitu variabel bebas 
(independent variabel) dan variabel terikat (dependent variable) sebagai berikut. 
1. Variabel Bebas (Independent Variable) 
Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah elemen-
elemen sistem pengendalian internal pemerintah yang terdiri dari lingkungan 
pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), kegiatan pengendalian (X3), 
informasi dan komunikasi (X4) dan pemantauan (X5) 
2. Variabel terikat (dependent variable) 
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah yang diberi simbol Y. Indikator atas 
kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah dapat diukur dengan 5 skala 
Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat 
tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 kurang setuju (KS), 4 berarti 
setuju (S), 5 berarti sangat setuju (SS). Variabel kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut. 
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1) Relevansi informasi keuangan 
2) Keandalan informasi keuangan 
3) Dapat dibandingkan 
4) Dapat dipahami 
 
3.6.2 Definisi Operasional 
3.6.2.1 Lingkungan Pegendalian  
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua elemen 
pengendalian internal yang lain. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan 
untuk mengukur lingkungan pengendalian ada 4 yaitu sebagai berikut. 
a. Penegakan integritas dan nilai etika  
b. Komitmen terhadap kompetensi 
c. Kepemimpinan yang kondusif 
d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab  
Indikator lingkungan pengendalian dapat diukur dengan 5 skala Likert dari 
sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju 
(STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 kurang setuju (KS), 4 berarti setuju (S), 5 
berarti sangat setuju (SS). 
3.6.2.2 Penilaian Risiko 
Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah mendefinisikan risiko sebagai suatu kemungkinan kejadian 
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dalam 
penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur penilaian risiko ada 2 
yaitu sebagai berikut. 
a. Identifikasi risiko 
b. Analisis risiko 
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Indikator penilaian risiko dapat diukur dengan 5 skala Likert dari sangat tidak 
setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti 
tidak setuju (TS), 3 kurang setuju (KS), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat 
setuju (SS). 
3.6.2.3 Kegiatan Pengendalian 
Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 
manajemen mencapai tujuan, seperti pengambilan langkah menghadapi risiko 
untuk mencapai tujuan. Pengendalian merupakan dasar untuk semua elemen 
pengendalian internal yang lain. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan 
untuk mengukur kegiatan pengendalian ada 4 indikator yaitu sebagai berikut. 
a. Pemisahan fungsi 
b. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting  
c. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu  
d. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi 
kejadian yang penting 
Indikator kegiatan pengendalian dapat diukur dengan 5 skala Likert dari 
sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju 
(STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 kurang setuju (KS), 4 berarti setuju (S), 5 
berarti sangat setuju (SS). 
3.6.2.4 Informasi dan Komunikasi  
Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran 
informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan 
kegiatan instansi. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur 
informasi dan komunikasi ada 2 yaitu sebagai berikut. 
a. Sarana komunikasi  
b. Manajemen sistem informasi 
37 
 
Indikator informasi dan komunikasi  dapat diukur dengan 5 skala Likert dari 
sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju 
(STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 kurang setuju (KS), 4 berarti setuju (S), 5 
berarti sangat setuju (SS). 
3.6.2.5 Pemantauan  
Sistem pengendalian internal harus dimonitor yang memungkinkan proses 
untuk menilai kualitas organisai atau unit kerja. Dalam penelitian ini indikator 
yang digunakan untuk mengukur pemantauan ada 2 yaitu sebagai berikut. 
a. Pemantauan berkelanjutan 
b. Evaluasi terpisah 
Indikator pemantauan dapat diukur dengan 5 skala Likert dari sangat tidak 
setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti 
tidak setuju (TS), 3 kurang setuju (KS), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat 
setuju (SS). 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian in adalah kuesioner. Kuesioner 
dalam penelitian ini terdiri dari enam bagian, yaitu lingkungan pengendalian, 
peneliaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, 
pemantauan serta kualitas laporan keuangan.  
Variabel Lingkungan Pengendalian (X1) yang terdiri dari 8 item pernyataan  
di adopsi dari penelitian Saleba Siti Nurjannah (2014). Variabel Penilaian Risiko 
di adospsi dari peneitian Ridwan Riana Anggraeny (2016). Variabel kegiatan 
pengendalian yang terdiri dari 9 item pernyataan  di adospsi dari penelitian 
Nurafni (2012).  Variabel Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari 5 item 
pernyataan di adopsi dari  Nurillah As syifa (2014) Variabel pemantauan yang 
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terdiri dari 6 pernyataan di adopsi dari http://inpektorat.jakarta.go.id/wp-
content/uploads/2016/6/kuesioner-persepsi-SPIP-BPKP.docx. Pernyataan-
pernyataan instrumen penelitian ini merupakan hasil modifikasi dari penelitian 
sebelumnya. 
 
3.8 Analisis Data 
3.8.1 Uji Kompetensi Data 
1. Uji validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner  
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang 
sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 
2013:52). 
Mengukur validitas dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut. 
1. Melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan  total skor konstruk 
atau variabel. 
2. Uji validitas dapat juga dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara 
masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. 
3. Uji dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). 
Dalam penelitian ini uji validitas yang dipakai adalah cara pertama yaitu 
membandingkan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 
atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai correlated 
item dengan total correlation atau membandingan nilai r dengan r table. Jika r 
lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator 
tersebut dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 
 Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Pengujian reabilitas 
dapat dilakukan dengan menggunakan uji Cronbach Alpha (a). Suatu Konstruk 
atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,70 
(Ghozali, 2013:48). 
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak 
terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diisi 
melalui uji asumsi klasik, yaitu sebagai berikut. 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013:154). 
2) Uji Multikolinearitas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 
(Ghozali, 2013:103). 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 
adalah sebagai berikut. 
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a. Nilai 𝑅2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 
tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 
tidak signifikan mempengaruhi variabel independen. 
b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), 
maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya 
korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari 
multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek 
kombinasi dua atau lebih variabel independen. 
c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 
variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 
independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 
dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. 
Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 
sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang 
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 
Tolerance ≤0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. Setiap penulis harus 
menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal 
nilai tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95. Walaupun 
multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai Tolerance dan VIF, tetapi kita 
masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah 





3) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
maka disebut Homoskesdatisitas dan jika berbeda disebut Heteroskesdatisitas. 
Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
Heteroskesdatisitas (Ghozali, 2013:134). Kebanyakan data crossection 
mengandung situasi heteroskesdatisitas karena data ini menghimpun data yang 
mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) 
3.8.3 Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 
sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan disribusi) (Ghozali, 2013:19). 
Penyajian statistik deskriptif memberikan deskripsi  mengenai variabel yang 
digunakan dalam penelitian. 
 
3.8.4 Uji Hipotesis 
1.  Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Ghozali (2013:8) metode statistik untuk menguji hubungan 
antara satu variabel terikat (metrik) dan satu atau lebih variabel bebas 
(metrik) adalah regresi. Regresi sederhana (simple regression) untuk 
menguji pengaruh satu variabel bebas (metrik)  terhadap satu variabel terikat 
(metrik), sedangkan untuk lebih dari satu variabel bebas (metrik) disebut 
regresi berganda (multiple regression). Hubungan antara satu variabel terikat 
(metrik) dan lebih dari satu variabel bebas (metrik) dapat di tulis dalam 




Y = α + β1X1 + β2X2+β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 
Keterangan: 
Y = kualitas laporan keuangan. 
α  =  konstanta. 
β1 =  koefisien regresi lingkungan pengendalian 
β2  =  koefisien regresi penilaian risiko 
β3 = koefisien regresi kegiatan pengendalian 
β4 = koefisien regresi informasi komunikasi 
β5 =  koefisien regresi pemantauan 
X1  =  variabel lingkungan pengendalian 
X2  =  variabel penilaian risiko 
X3 = variabel kegiatan pengendalian 
X4 = variabel informasi komunikasi 
X5 = Pemantauan 
e = Variabel pengganggu 
 
 
2.  Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 
Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Ghozali, 2013:95). 
3.  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 
variasi beberapa variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Hipotesis nol (H0) 
yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol atau 
H0 : bi = 0 
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Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) parameter 
suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : 
HA : bi ≠ 0 
Artinya , variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 
variabel dependen. 
4. Uji Signifikansi Keseluruhan Regresi (Uji Statistik F) 
Uji statistik F bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa b1, b2, dan 
b3 secara simultan sama dengan nol, atau: 
H0 : b1 = b2 = ........ = bk = 0 
HA : b1 ≠ b2 ≠ ........ ≠ bk ≠ 0 
Uji hipotesis ini disebut juga dengan uji signifikansi secara 
keseluruhan  terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, 
apakah Y berhubungan linear terhadap X1, X2, dan X3. Untuk menguji 
hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan 
sebagai berikut (Ghozali, 2013:96). 
1. Bilai nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada 
derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, semua variabel bebas 
secara serentak dan signifikan memengaruhi variabel tetap. 
2. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA 
diterima. Dengan kata lain, semua variabel bebas secara serentak 







Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen 
sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan 
keuangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini. 
1. Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.   
2. Penilaian Risiko berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.   
3. Kegiatan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
4.  Informasi dan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
5. Pemantauan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 
Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut. 
1. Proses pengisian kuesioner yang tidak di dampingi peneliti, 
sehingga masih ada kemungkinan kelemahan yag ditemui, seperti 
jawaban yang tidak cermat, tidak serius, dan responden yang 
menjawab asal-asalan dan tidak jujur. 
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2. Penelitian ini hanya melibatkan subyek penelitian dalam jumlah 
terbatas yaitu sebanyak 63 orang sehingga hasilnya belum dapat 




Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh elemen-elemen 
sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penulis memberikan saran 
sebagai berikut. 
1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan 
variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang 
berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan seperti 
teknologi, pengawasan fungsional dan lain-lain. 
2. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian selanjutnya dapat 
dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti  metode 
wawancara langsung, survei lapangan, observasi dan lain-lain. 
3. Untuk Instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan-
kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem 
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(Studi kasus pada 
SKPD Kota Depok) 
Untuk menganalisis 
pengaruh  kompetensi 
















































 Teknik Analisis: 
Analisis Linear   
Berganda 
 
Hasil penelitian sebagai 
berikut. 






2. Penerapan sistem 
akuntansi keuangan 
daerah berpengaruh 
positif terhadap kualitas 
laporan keuangan 
pemerintah daerah.  
3. Pemanfaatan teknologi 
informasi berpegaruh 
positif terhadap kualitas 
laporan keuangan 
pemerintah daerah  
4. Sistem pengendalian 
intern berpengaruh 











































Untuk menguji pengaruh 
sistem pengendalian 
intern pemerintah dan 





1.  Teori COSO 




























Dinas daerah dan 
Bagian Keuangan 
Hasil penelitian sebagai 
berikut. 




keuagan daerah.  



















Setda Kota Baubau, 
Sulawesi Tenggara. 
 




































2. Penilaian risiko 
3. Kegiatan 
pengendalian 
4. Informasi dan 
komunikasi 
5. Pemantauan 













penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, informasi 
dan komunikasi,  dan 
pemantauan berpengaruh 
signifikan secara simultan. 


















Kepada Yth.  
Bpk/Ibu di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 
Hal: Mohon Partisipasi Menjadi Responden  
 
Dengan Hormat,  
Bersama ini saya: 
Nama  : A. Asriani 
Nim  : A31115717 
Pekerjaan : Mahasiswa Program STAR BPKP Jurusan Akuntansi Universitas  
  Hasanuddin Makassar 
Bermaksud mengajukan permohonan kesediaan partisipasi dari Bpk/Ibu sebagai 
aparat pengawasan internal pemerintah untuk meluangkan waktu mengisi 
kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bpk/Ibu. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui “Pengaruh Elemen-elemen Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan”. 
Terkait hal tersebut di atas, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada 
jawaban yang benar atau salah. Semua data/informasi yang diberikan akan 
digunakan untuk kepentingan akademis dan dijaga kerahasiaannya sesuai 
dengan kode etik penelitian. 
Atas kesediaan dan partisipasi Bpk/Ibu, saya ucapkan banyak terima 
kasih. Semoga bantuan Bpk/Ibu mendapat pahala yang berlimpah dari Tuhan 















Nama :         
Umur :         
Jenis Kelamin :         
Masa Kerja :         
          
Pendidikan Terakhir :  DIII  S1/DIV  S2  S3 
 :       
Jabatan :  Auditor Madya  Auditor Pelaksana   
        
   Auditor Muda  P2UPD   
        
   Auditor Pertama  Lainnya   
 
Petunjuk Pengisian 
Pada daftar pernyataan dibawah ini, isilah dengan menggunakan tanda silang 
(X) atau ceklis () sesuai kondisi atau fakta yang sebenarnya terjadi menurut 
perspektif profesional anda pada salah satu dari lima kolom yang tersedia di 
sebelah kanan dengan skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Skala 1-5 tersebut menunjukkan 
arti sebagai berikut: 
1 : Sangat Tidak Setuju 
2 : Tidak Setuju 
3 : Kurang Setuju 
4 : Setuju 





PERNYATAAN VARIABEL ELEMEN-ELEMEN SPIP DAN KUALITAS LKPD 
No DAFTAR PERNYATAAN STS TS KS S SS 
 Lingkungan Pengendalian 1 2 3 4 5 
1 Instansi tempat anda bekerja memiliki kode etik 
tertulis yang diketahui oleh semua pegawainya 
     
2 Adanya contoh dari pimpinan untuk berperilaku 
etis dengan mengikuti kode etik 
     
3 Instansi menetapkan standar kompetensi untuk 
setiap tupoksi pada masing-masing posisi dalam 
unit kerja 
     
4 Instansi memberikan pelatihan kepada pegawai 
untuk meningkatkan kompetensi pekerjaan 
     
5 Pimpinan saya memiliki sikap yang selalu 
mempertimbangkan risiko dalam pengambilan 
keputusan 
     
6 Pimpinan saya selalu menjaga hubungan kerja 
(berinteraksi) yang baik dengan semua 
pegawainya 
     
7 Wewenang/tanggung jawab ditetapkan dengan 
jelas di dalam instansi yang telah 
dikomunikasikan kepada semua pegawai 
     
8 Pimpinan saya telah melakukan evaluasi atas 
prosedur serta hasil pelaksanaan pendelegasian 
wewenang  secara berkala 
     
 Penilaian Risiko      
9 Instansi tempat anda bekerja telah memiliki 
kebijakan/pedoman penilaian risiko yang 
ditetapkan secara formal oleh pimpinan 
     
10 Instansi tempat anda bekerja ada perkiraan risiko 
atas kemungkinan salah saji laporan 
keuangan yang meliputi kejadian-kejadian internal 
     
11 Instansi tempat anda bekerja ada tindakan dalam 
mengurangi risiko dalam kaitannya dengan 
laporan keuangan 





12 Pimpinan instansi pemerintah menetapkan proses 
formal/informal untuk menganalisis risiko 
berdasarkan kegiatan sehari-hari 
     
13 Kriteria klarifikasi risiko rendah, menengah, atau 
tinggi sudah ditetapkan 
     
14 Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa 
penting risiko bersangkutan. 
     
 Kegiatan Pengendalian      
15 Kebijakan atau SOP terkait pembinaan SDM, 
kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan,  standar 
kinerja pegawai sudah di tetapkan 
     
16 Adanya pemisahan fungsi, digunakan untuk 
internal cek antara personal di dalam lingkup 
kerja 
     
17 Bendahara merupakan pegawai yang memiliki 
latar belakang pendidikan akuntansi 
     
18 Bendahara telah memiliki sertifikat bendahara      
19 Hanya transaksi atau kejadian yang valid yang 
diproses/dientri sesuai dengan keputusan 
pimpinan 
     
20 Data dalam laporan keuangan telah dicatat 
secara akurat untuk mendukung pengambilan 
keputusan 
     
21 Semua transaksi sudah dicatat sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum 
     
22 Semua transaksi sudah di catat sesuai dengan 
nominal yang didukung dengan bukti 
     
23 Seluruh dokumentasi/catatan dikelola secara baik 
serta dimutakhirkan secara berkala 
     
 Informasi dan Komunikasi      
24 Arahan pimpinan yang jelas, tentang tugas yang 
harus dilakukan oleh semua jenjang organisasi 
yang ada. 





25 Pengelolaan data transaksi keuangan 
menggunakan software yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
     
26 Akses internet telah dimanfaatkan sebagai 
penghubung antar unit kerja dalam pegiriman 
data/informasi yang dibutuhkan 
     
27 Instansi telah membatasi akses ke sistem 
informasi keuangan berdasarkan tanggung jawab 
pekerjaan (adanya pemisahan fungsi dan 
otorisasi hak akses)  
     
28 Setiap tugas yang diberikan kepada pegawai 
sudah dikomunikasikan antara pihak yang terlibat 
     
 Pemantauan      
29 Instansi telah memiliki strategi/kebijakan/prosedur 
pemantauan berkelanjutan 
     
30 Strategi/kebijakan/prosedur pemantauan 
berkelanjutan telah dikomunikasikan kepada 
manajemen serta pegawai yang bersangkutan 
     
31 Setiap level pimpinan dalam oganisasi/unit 
organisasi/unit kerja  telah melakukan evaluasi 
pemantauan berkelanjutan  atas efektivitas  
kegiatan pengendalian secara berkala  
     
32 Organisasi telah memiliki 
kebijakan/pedoman/prosedur/ untuk melakukan 
evaluasi pengendalian intern secara terpisah 
yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan 
organisasi 
     
33 Organisasi/unit orgnisasi / unit kerja saudara telah 
melakukan evaluasi pengendalian intern secara 
terpisah dengan melibatkan  manajemen serta 
pegawai terkait yang berkompeten 
     
34 Kebijakan/pedoman/prosedur/ untuk melakukan 
evaluasi  pengendalian intern secara terpisah 
telah dikembangkan secara terus-menerus sesuai 





dengan perubahan lingkungan strategis, misalnya 
telah dilakukan pemantauan otomatis /online oleh 
pimpinan unit organisasi /unit kerja 




Informasi keuangan dalam LKPD telah memiliki 
manfaat umpan balik (feed back value) bagi 
pengguna laporan keuangan 
     
36 Informasi keuangan dalam LKPD telah memiliki 
manfaat prediktif (predictive value) bagi pengguna 
laporan keuangan. 
     
37 Informasi keuangan dalam LKPD telah disajikan 
secara tepat waktu. 
     
38 Informasi keuangan dalam LKPD telah disajikan 
secara lengkap. 
     
39 Informasi keuangan dalam LKPD telah 
menggambarkan dengan jujur transaksi serta 
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. 
     
40 Informasi keuangan dalam LKPD telah dapat 
diverifikasi. 
     
41 Informasi keuangan dalam LKPD bersifat netral, 
tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 
     
42 Informasi keuangan dalam LKPD dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau laporan keuangan entitas 
pelaporan lain pada umumnya 
     
43 Informasi keuangan dalam LKPD dapat dipahami 
oleh pengguna. 
     
44 Informasi keuangan dalam LKPDdinyatakan 
dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan 
batas pemahaman para pengguna 



















13 20,6 20,6 20,6 
31-40 
Tahun 
36 57,1 57,1 77,8 
41-50 
Tahun 
9 14,3 14,3 92,1 
51-60 
Tahun 
5 7,9 7,9 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
 
Jenis Kelamin 





Valid Laki-laki 40 63,5 63,5 63,5 
Perempuan 23 36,5 36,5 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
 
Masa Kerja 





Valid 1-10 Tahun  
41 
65,1 65,1 65,1 
11-20 
Tahun 
13 20,6 20,6 85,7 
21-30 
Tahun 
6 9,5 9,5 95,2 
31-40 
Tahun 
3 4,8 4,8 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid D1/D3 4 6,3 6,3 6,3 
S1 28 44,4 44,4 50,8 
S2 31 49,2 49,2 100,0 
Total 63 100,0 100,0  
 
Jabatan 





Valid Auditor Madya 11 17,5 17,5 17,5 
Auditor Muda 15 23,8 23,8 41,3 
Auditor 
Pertama 
6 9,5 9,5 50,8 
Lainnya 22 34,9 34,9 85,7 
P2UPD 9 14,3 14,3 100,0 





















 Total Lingkungan Pengendalian 
LK1 Pearson Correlation ,399** 
Sig. (2-tailed) ,001 
N 63 
LK2 Pearson Correlation ,460** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
LK3 Pearson Correlation ,649** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
LK4 Pearson Correlation ,711** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
LK5 Pearson Correlation ,615** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
LK6 Pearson Correlation ,725** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
LK7 Pearson Correlation ,669** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
LK8 Pearson Correlation ,680** 






Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 63 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




















 Total Penilaian Risiko 
PR1 Pearson Correlation ,593** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
PR2 Pearson Correlation ,727** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
PR3 Pearson Correlation ,709** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
PR4 Pearson Correlation ,728** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
PR5 Pearson Correlation ,709** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
PR6 Pearson Correlation ,704** 




Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 63 










































































Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
Kegiatan Pengendalian Pearson 
Correlation 
1 










































Sig. (2-tailed)  
N 63 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
















 Total Pemantauan 
P1 Pearson Correlation ,764** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
P2 Pearson Correlation ,838** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
P3 Pearson Correlation ,837** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
P4 Pearson Correlation ,757** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
P5 Pearson Correlation ,863** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
P6 Pearson Correlation ,840** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
Pemantauan Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 63 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

















 Total Kualitas Lapkeu 
KLK1 Pearson Correlation ,670** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK2 Pearson Correlation ,716** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK3 Pearson Correlation ,729** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK4 Pearson Correlation ,863** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK5 Pearson Correlation ,835** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK6 Pearson Correlation ,859** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK7 Pearson Correlation ,863** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK8 Pearson Correlation ,868** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK9 Pearson Correlation ,863** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
KLK10 Pearson Correlation ,854** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 63 
Kualitas Lapkeu Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 63 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

































































































N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 





63 ,42 ,63 ,5164 ,00563 ,04468 
Penilaian 
Risiko 
63 ,50 ,83 ,6803 ,00924 ,07330 
Kegiatan 
Pengendalian 
63 ,37 ,56 ,4636 ,00500 ,03965 
Informasi dan 
Komunikasi 
63 ,64 1,00 ,8241 ,01046 ,08302 
Pemantauan 63 ,50 ,83 ,6759 ,00873 ,06931 
Kualitas 
Lapkeu 
63 ,35 ,50 ,4305 ,00598 ,04750 
Valid N 
(listwise) 






















Uji Regresi Linear Berganda, Uji T, Uji F  



















1 (Constant) -,077 ,043  -1,808 ,076   
Lingkungan 
Pengendalian 
,246 ,121 ,232 2,037 ,046 ,371 2,698 
Penilaian 
Risiko 
,218 ,078 ,336 2,795 ,007 ,333 3,006 
Kegiatan 
Pengendalian 
,293 ,143 ,245 2,051 ,045 ,337 2,968 
Informasi dan 
Komunikasi 
,135 ,061 ,236 2,214 ,031 ,424 2,360 
Pemantauan -,021 ,079 -,031 -,267 ,790 ,359 2,784 
a. Dependent Variable: Kualitas Lapkeu 
 
Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 ,852a ,727 ,703 ,02591 
a. Predictors: (Constant), Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, 
Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko 















Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,102 5 ,020 30,285 ,000b 
Residual ,038 57 ,001   
Total ,140 62    
a. Dependent Variable: Kualitas Lapkeu 
b. Predictors: (Constant), Pemantauan, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, 
Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
